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Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui kontribusi dari
pendapatan industri pariwisata diKabupaten Merauke, dan mengidentifikasi
sejumlah objek wisata yang dapat dijual di pasar domestik dan internasional, serta
menganalisis hambatan dan masalah dalam pengembangan industri pariwisata di
Merauke. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Merauke yang memiliki
obyek wisata potensial seperti di Distrik Sota yaitu daerah perbatasan langsung
antara negara Indonesia dengan Papua New Guinea, Taman Nasional Wasur dan
Pantai Buti Distrik Merauke.
Sota sebagai Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini Negara, Patantai
Buti yang terletak di Distrik Merauke. Hasil penelitian ini diketahui bahwa
kontribusi dari pendapatan industri wisata belum banyak memberikan kontribusi
penting di dalam PAD Kabupaten Merauke. Destinasi objek wisata yang dapat
ditawarkan kepada wisatawan dalam dan luar negeri, seperti Taman nasional
Wasur, daerah perbatasan sota dengan Papua Nugini, pantai Buti sangat
menjanjikan untuk pemasukan pendapatan daerah. Pengembangan pariwisata
masih terkendalah dengan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana serta orientasi
program pemerintah daerah Kabupaten Merauke yang kurang menempatkan
program kepariwisataan sebagai program strategi unggulan untuk menarik minat
para pewisatawan baik lokal maupun nasional.
Kata kunci: Pengembangan  Industri Pariwisata; Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
.
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PENDAHULUAN
Era reformasi  yang ditandai dengan kebijakan otonomi daerah sebagai
bagian integral dari desentralisasi daerah. Implementasi kebijakan ini dipayung
oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 21 Tahun 2001
tentang otonomi khusus di Provinsi Papua. Otonomi daerah yaitu suatu proses
pelimpahan hak, kewenangan dan kewajiban dari pemerintah pusat ke daerah
untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya agar mencapai suatu efektifitas
dan efisiensi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pertimbangan
bahwa daerah lebih mengetahui persis kebutuhan, kondisi dan karakterisitik
daerahnya dalam melaksakan pembagunan.
Pemberian otoritas kewenangan yang lebih luas diikuti oleh kebijakan
desentralisasi fiskal dalam mengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, otonomi
ini memiliki sisi dua sisi yaitu di satu sisi akan berdampak positif sebagai peluang
bagi daerah untuk mengambil inisiatif bagi pemimpin daerah seperti melakukan
langkah-langkah kreatif, inovatif, produktif serta proaktif terhadap strategi
memajukan pembangunan daerahnya.  Kecemerlangan ide suatu gagasan strategi
kebijakan yang mampu diimplementasikan secara rasional dan konkrit akan
menciptakan suatu lompatan (leap) untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah
lainnya dan membangun kemandirian, khususnya di Kabupaten Merauke yang
berada di paling ujung timur Indonesia. Akan tetapi, di sisi lainnya, otonomi ini
akan membawa malapetaka dan beban daerah apabila tidak mampu
mengeksplorasi dan mengelola potensi daerah menjadi suatu aset sebagai sumber-
sumber penerimaan resmi daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan
daerahnya yang sangat besar sementara dana perimbangan pusat sangat terbatas.
Hakekat pemberian otonomi daerah ini  dimaksudkan adalah untuk
membangun kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan finasial daerah
dalam hal membiayai pembangunannya. Lebih dari satu dekada otonomi daerah
cenderung bermasalah yang sangat tergantung pada transfer dana dari pusat. Pada
tahun 2010 tercatat bahwa dari total pendapatan seluruh daerah yaitu Rp. 300
triliun dalam APBD agregat Kabupaten dan Kota, adalah kontribusi utama
bersumber dari dana perimbangan sekitar Rp. 246 triliun (82%), sedangkan PAD
hanya Rp. 24 triliun (8%). (Suara Merdeka, 31 Juli 2013) Ketergantungan dari
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transfer dana (block grant)  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
dari pusat ke daerah melalui beberapa skema pendanaan yaitu Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi khusus (otsus) untuk
wilayah Papua dan Aceh serta skema lainnya.
Untuk mengurangi ketergantungan daerah maka dituntut untuk
membangun kemandirian daerah dalam mencari sumber pendanaan dari
pendapatan asli daerah.Sebagai konsekuensinya bahwa daerah harus bekerja keras
untuk selalu meningkatkan sumber pendapatannya untuk membiayai
pembangunan dan belanja rutin. PAD harus amenjadi sumber keuangan yang
terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah
sebagai syarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Dengan perkataan
lain, ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, Indra Bastian
(2001). Apalagi di untuk Kabupaten Merauke sebagai bagian dari wilayah Provinsi
Papua yang selama ini mendapat bantuan dana otonomi khusus untuk percepatan
pembangunan memiliki batas waktu yang akan berakhir tahun 2022 sebelum UU
otonomi khusus berakhir pula tahun 2025.
Dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai
pendapatan asli daerah (PAD) sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya
dan potensi kekayaan alam, kualitas sumber daya manusia, kualitas kepemimpinan
daerah dan  akumulasi modal. Keberhasilan ini dapat terwujud melalui suatu
sinkronisasi dan sinergi seluruh aspek di atas untuk meningkatkan kapasitas
sumber-sumber pendapatan daerah. Sebagai gambaran Kabupaten Merauke dalam
postur APBD setiap tahunnya masih mengandalkan transfer dana dari pemerintah
pusat untuk membiayai pembangunannya. Sementara untuk pendapatan asli daerah
(PAD) telah menunjukkan fluktuasi dan dari tahun 2012 ke 2013 mengalami
peningkatan dalam nilai rupiah akan tetapi sebalinya dari rasio kontribusinya
kepada APBD mengalami trend penurunan sebagai parameter kemandirian
keuangan daerah.
Tabel 1. Komposisi Pendapatan dalam APBD Kabupaten Merauke dari tahun
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2010-2012
Tahun Jumlah Dana
PAD
Jumlah Dana
Perimbangan (DAU,
DAK, Otsus)
Total APBD
Rasio (%)
Kontribusi PAD
terhadap APBD
2010 103.693.690.095 863.671.381.958 967.365.073.053 10.72 %
2011 98.845.617.498 929.280.177.869 1.028.125.795.367 9.61 %
2012 100.921.391.703 1.044.211.472.182 1.145.132.863.885 8.81 %
2013 105.089.936.849 1.332.999.189.235 1.438.089.126.084 7.31 %
Sumber : Rekapitulasi APBD Kab/Kota se Provinsi Papua. Data ini diolah.
PAD Kabupaten Merauke dalam tahun berjalan 2013 ini adalah sebesar
Rp. 105.089.936.849 di yang merupakan PAD terbesar dari seluruh 29 Kabupaten/
Kota yang ada di Propinsi Papua. Sumber PAD daerah ini adalah berasal dari
sektor sektor primier yaitu sektor pertanian sebagai leading sector. Sektor ini telah
menjadikan wilayah ini sebagai salah satu sentral pengembangan pertanian dan
lumbung pangan nasional. Sumber pendapatan lainnya disusul dari  penerimaan
pajak dan retribusi daerah secara umum, akan tetapi, penerimaan pajak dan
retribusi ini belum terinci kontribusi dari sektor industri pariwisata. Sekalipun ada
peningkatan penerimaan daerah di dalam APBD tetapi malah sebaliknya
meningkat dalam ketergantungan dari pusat. Selain itu pula, belum banyak
mempunyai arti penting dalam pembangunan daerah, karena kucuran dana dari
pusat dalam menggerakkan roda perekonomian daerah belum optimal akibat
pengendapannya tidak berlangsung lama dan terjadi pelarian modal keluar (capital
flight) ke daerah-daerah Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Kondisi realitas bahwa di
Kabupaten Merauke, lebih banyak dihuni oleh masyarakat pendapatang dari luar
pulau Papua dari pada  penduduk asli, malahan di kota Merauke penduduk
pendatang sudah mencapai 75% dari pada penduduk asli.
Otonomi daerah memaksa daerah untuk menjadikan pendapatan asli daerah
sebagai bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan
pemerintah daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi
otonomi daerah. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Merauke, pemerintah
daerah berupaya untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja
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keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.Sektor pertanian
tidak cukup hanya menjadi sumber penerimaan pendapatan asli daerah, tetapi
masih banyak sektor yang dapat diandalkan termasuk industri pariwisata.
Potensi pengembangan pariwisata akan memiliki prospek yang cerah di
masa yang akan datang. Kedua sektor ini pula apabila bersinergi akan menjadi
benteng dan tumpuan menggerakkan ekonomi daerah pada khususnya dan
nasional pada umumnya, sebab keduanya tidak rentan terhadap gejolak krisis
ekonomi global dan fluktuasi nilai rupiah. Malahan ketika nilai mata uang asing
menguat maka akan mendorong ekpor hasil pertanian lokal banyak keluar dan
wisatawan manca negara mendapatkan paket wisata yang murah di dalam negeri.
Begitupun pula pengembangan potensi pariwisata di Merauke akan mampu
memberikan daya tarik bagi masyarakat di luar daerah untuk datang berkunjung
dan bisa lebih lama tinggal di Merauke, termasuk dalam mengunjungi sanak
keluarganya di Kabupaten Merauke. Akan tetapi secara umum, kondisi pariwisata
di daerah ini belum banyak memberikan kontribusi penting di dalam PAD
Kabupaten Merauke. Dinas Pariwisata belum menyediakan data PAD dan kondisi
perkembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Merauke.Pemerintah daerah
belum ada perhatian serius untuk mengembangkan sektor ini akibat belum banyak
data sumber informasi bagi para pengambil kebijakan. Data ini bisa memberikan
suatu perbandingan referensi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai salah satu
program skala prioritas pembangunan. Sebab ada beberapa obyek-obyek wisata
penting dan dapat diandalkan  di Kabupaten Merauke yaitu :
1. Taman Nasional Wasur, adalah wilayah topis hutan yang sangat luas
yaitu 4.138 km2. Di dalam kawasan hutan ini sebagai kawasan suaka
margasatwa dan cagar alam terdapat sejumlah besar jenis satwa dan
flora dengan endemik terbesar berada di Papua termasuk di dalam
kawasan ini. Satwa-satwa yang langkah seperti burung cendrawasih,
kasuari, kaguru, ikan arwana dan lain-lain. Selain itupula sejumlah
danau dan rawa yang memiliki pesona alam yang asri.
2. Wilayah perbatasan negara antara Republik Indonesia dengan Papua
New Guinea di Distrik sota. Wilayah ini berjarak 80 km dari pusat
kota Merauke dan dapat ditempuh dengan mobil kurang lebih 1 ½
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sampai 2 jam. Sepanjang perjalanan  akan tidak membosankan karena
melintasi kawasan hutan yang sejuk dan suasana alami sangat indah
dengan jalan raya lurus dan rata. Di wilayah perbatasan ada situs
sejarah yaitu tugu. Selain itupula dapat melihat suasana kehidupan
masyarakat melintasi wilayah perbatasan negara.
3. Beberapa pantai seperti pantai Buti, Payum dan Wendu. Pantai-pantai
banyak terdapat di Kabupaten Merauke karena wilayah ini persis
berada di sepanjang garis pantai laut arafura.
4. Beberapa obyek wisata lainnya.
Sektor yang ideal dan memiliki prospek adalah sektor industri pariwisata
untuk saling mendukung dan terintegarasi. Sektor industri pariwisata telah banyak
membuktikan sebagai sektor penggerak ekonomi negara bagi negara maju dengan
pariwisata sebagai penyumbang terhadap PDB seperti Swiss, Jerman, Prancis,
Jepang, Amerika Serikat, Singapura dan lain sebagainya. Di dalam Deklarasi Bali
menegaskan bahwa tentang Conserving Cultural Heritage for Sustainable Social,
Economic and Tourism Development pada tanggal 14 Juli 2000 diakui bahwa
sektor pariwisata memegang peranan penting dalam kehidupan manusia“ The
growth of the tourist industry brings welcome economic development to many
parts of the world”. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan kepariwisataan
berdimensi multi sektoral karena mampu menopang dan mendorong bidang-
bidang ikutannya (induced sectors) dalam menggerakkan kegiatan perekonomian,
meningkatkan citra daerah atau bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pembelian produk barang local, membuka lapangan perkerjaan
dan meningkatkan pendapatan daerah. Sektor pariwisata akan menjadi sarana
secara yang efektif di dalam mendistribusikan pendapatan masyarakat merata dari
masyarakat yang berberpenghasilan tinggi ke masyarakat berpenghasilan rendah
yang berasal dari daerah lain maupun dari negara lain.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitianini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan
sesuatu yang tengah terjadi (peristiwa) yang berlangsung  secara faktual,
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sistematis dan akurat terhadap sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Lokasi
penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Merauke yang memiliki obyek wisata
potensial seperti di Distrik Sota yaitu daerah perbatasan langsung antara negara
Indonesia dengan Papua New Guinea, Taman Nasional Wasur dan Distrik
Merauke. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan berupa data sekunder. Data
sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan, dan referensi-referensi lain yang
relevan dengan permasalahan penelitian. Buku-buku, laporan akan dilakukan studi
pustaka (library research) di Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Merauke.
PEMBAHASAN
1. Konsep Pariwisata
Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Terutama dalam era
modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi baik tranportasi maupun
komunikasi. Sehingga kegiatan wisata merupakan bagian dari kehidupan
masyarakat maju. Kemajuan ini menimbulkan pengaruh besar terhadap tingkat
mobilitas manusia semakin tinggi. Tingginya kesibukan ini menuntut para
pemegang uang atau pemiliki modal mengembalikan kepenatannya dengan
menikmati hasil-hasil kekayaan dan pendapatannya melalui wisata.
Kecenderungan pula bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kesibukan yang
tinggi ingin menghabiskan waktunya untuk menikmati suasana bersantai
(pleasure time) di tempat-tempat yang menawarkan eksotisme alam, daya tarik
yang memikat untuk membelanjakan sebagian pendapatannya di daerah tujuan
wisata ini. Tempat-tempat yang memiliki suana nyaman, aman, yang tentu saja
berbeda dengan daerah-daerah lain.
Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk
rekreasi atau liburan. Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam
kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Secara
umum objek kegiatan wisata  menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33
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Tahun 2009 di bagi dalam kegiatan sebagai berikut:
1. Wisata pemandangan seperti: Objek-objek alam (pantai, air terjun,
terumbu karang), Flora (hutan, tumbuhan langka, tumbuhan obat-
obatan), Fauna (hewan langka dan endemik) dan Perkebunan (teh, kopi)
2. Wisata petualangan seperti Kegiatan alam bebas (lintas alam,
berselancar), Ekstrim (mendaki gunung, paralayang), Berburu (babi
hutan)
3. Wisata kebudayaan dan sejarah seperti ke lokasi Suku terasinng,
Kerajinan tangan (batik, ukiran) dan Peninggalan bersejarah (candi,
batu bertulis, benteng kolonial)
4. Wisata penelitian seperti Pendataan spesies (serangga, mamalia dan
seterusnya), Pendataan kerusakan alam (lahan gundul, pencemaran
tanah) dan Konservasi (reboisasi, lokalisasi pencemaran)
5. Wisata sosial, konservasi dan pendidikan seperti Pembangunan fasilitas
umum di dekat objek ekowisata (pembuatan sarana komunikasi,
kesehatan)
6. Reboisasi lahan-lahan gundul dan pengembang biakan hewan langka
dan Pendidikan dan pengembangan sumber daya masyarakat di dekat
objek ekowisata (pendidikan bahasa asing, sikap).
Terminologi turisme adalah industri jasa yang  menangani jasa mulai dari
transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa
bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain lain. Pariwisata
menawarkan tempat istrihat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru
dan berbeda lainnya. Banyak negara, bergantung banyak dari industri pariwisata
ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa
kepada wisatawan, oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah
salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi non pemerintah untuk
mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan
perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.
2. Keuangan Daerah dalam Implementasi Otonomi Daerah
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Implementasi desentralisasi dengan adanya undang-undang otonomi
daerah, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (saat ini telah dirubah menjadi
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 (saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang No.
33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu
dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah.
Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya
keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan
pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar
akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui
penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin
dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang
terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien.
Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-
Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan yaitu : pertama
pendapatan daerah bersumber dari pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan lain-lain pendapatan dana, kedua. Pembiayaan bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran daerah yaitu penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan
daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan
otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan daerah.Untuk itu perlu
dilakukan terlebih dahulu analisis tentang potensi daerah yang ada. PAD di luar
hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah didefinisikan sebagai
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri
dan dipungut berdasarkan peraturan daerah atau sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah
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pusat dan pemerintah daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan
PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Haryanto (2007), kelompok PAD dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak dan
retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan mencakup begian laba
atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
Jenis lain-lain PAD yang sah dirinci menurut pendapatan yang mencakup
hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan
bunga, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, dan lain-lain.
Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah berasal dari
pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam
negeri, dan lain-lain. Pendapat Aslia Daerah (PAD) bertujuan memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi
daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber
PAD terdiri dari :
 Pajak Daerah ;
 Retribusi Daerah ;
 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 Lain-lain PAD yang sah
4. Potensi Peningkatan PAD dari Industri Pariwisata
Dalam melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan memerlukan
bermacamjasa dan produk wisata yang dibutuhkannya. Berbagai macam jasa dan
produk wisatainilah yang disebut dengan komponen pariwisata. Komponen
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pariwisata ini dapat disediakan oleh pihak pengusaha, masyarakat atau siapapun
yang berminat untuk menyediakan jasa pariwisata. Komponen pariwisata ini bisa
meliputi: 1) Objek dan daya tarik wisata, 2) Akomodasi, 3) Angkutan Wisata, 4)
Sarana dan fasilitas wisata, 5) Prasarana wisata.
Komponen pariwisata diatas, maka arah pengembanganpembangunan
pariwisata bisa terarah dengan baik. Banyak sekali manfaat yang bisadidapat jika
pembangunan pariwisata ini terarah dan bisa memancing minat wisatawan untuk
berkunjung.Beberapa manfaat dalam pembangunan pariwisata ini antara lain:
1. Manfaat Ekonomi yaitu adanya penerimaan penerimaan devisa atau
Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya kesempatan untuk
berusaha, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya Pendapatan
masyarakat dan pemerintah, mendorong pembangunan daerah.
2. Manfaat Sosial Budaya yaitu pelestarian budaya dan adat istiadat,
meningkatkan kecerdasan masyarakat, mengurangi konflik sosial.
3. Manfaat dalam berbangsa dan bernegara yaitu mempererat
persatuan, menumbuhkan rasa memiliki, memelihara hubungan
baik internasional dalam hal pengembangan pariwisata.
4. Manfaat bagi Lingkungan.
5. Strategi dalam Meningkatan PAD
Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya
penerimaan dari pendapat asli daerah, harus diarahkan pada usaha-usaha yang
terus-menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat,
sehingga pada akhirnya diharapkan agar dapat memperkecil ketergantungan
terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat).
Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya
ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
a. Intensifikasi
pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk
memperbesar penerimaan dengancara melakukan pemungutan yang lebih giat,
ketat dan teliti. Upaya intensifikasiakan mencakup aspek kelembagaan, aspek
ketatalaksanaan dan aspek personalianya,yang pelaksanaannya melalui kegiatan
sebagai berikut:
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1. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola
pendapatan asli daerah (Dinas Pendapatan Daerah), berikut
perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu
dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur
administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaanpendapatan
lain-lain yang   diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Dengan berlakunya sistem
dan prosedur tersebut organisasi dinas pendapatan daerah yang
merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang
pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor atau bidang
pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya
yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi
pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi
perencanaandan pengendalian operasional sehingga dengan orientasi
kegiatanpada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan
informasi yang cepat dan akurat sehingga pola koordinasi dapat lebih
terarah dan sistem pengawasan menjadi lebih baik.
2. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah,
karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:
 Peningkatan jumlah wajib pajakdan wajib retribusi daerah.
 Peningkatan cara-cara penetapanpajak dan retribusi.
 Peningkatan pemungutan pajakdan retribusi dalam jumlah
yangbenar dan tepat pada waktunya.
 Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam
hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang
pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
3. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi
maupun operasional yang meliputi:
 Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan.
 Penyesuaian tarif.
 Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
4. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi
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 Pengawasan dan pengendalian yuridis.Dalam hal ini perlu
diteliti apakahpungutan PAD telah berdasarkanundang-undang
atau peraturandaerah, serta tidak bertentangandengan peraturan
yang ada.
 Pengawasan dan pengendalian teknis. Menitikberatkan pada
pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan
sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran.
 Pengawasan dan pengendalian penata usahaan
Menitikberatkan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban
administrasi.
5. Peningkatan sumber daya manusia pengelola dalam pengelolaan PDA.
Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola
pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan
aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-
program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah.
6. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk
menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi
b.Ekstensifikasi
Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber
pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya intensifikasi ini khususnya
yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan
dengan kebijaksanaan pokok nasional. Secara eksplisit kemungkinan
ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pemerintah daerah Kabupaten Merauke telah berupaya meningkatkan
pendapatan asli daerah, untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber
penerimaan dari pemerintah pusat. Dengan mengoptimalkan potensi yang bisa
menjadi sumber pendapatan asli daerah, salah satunya sektor yang ideal dan
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memiliki prospek adalah industri pariwisata. Sektor industri pariwisata telah
banyak membuktikan sebagai sektor penggerak ekonomi negara-negara maju.
Tidak dapat dipungkiri industri pariwisata berdimensi multisektoral mampu
menopang dan mendorong bidang-bidang lain, dalam menggerakkan kegiatan
perekonomian, meningkatkan citra daerah atau bangsa Indonesia, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pembelian produk kerajinan lokal, membuka
lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah.
Sektor pariwisata akan menjadi sarana dalam mendistribusikan
pendapatan masyarakat secara merata dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi
ke masyarakat yang berpenghasilan rendah. Secara umum bahwa kondisi
pariwisata di Kabupaten Merauke belum banyak memberikan kontribusi penting
di dalam PAD Kabupaten Merauke. Dinas Pariwisata belum menyediakan data
PAD dan kondisi perkembangan pariwisata di wilayah Kabupaten
Merauke.Pemerintah daerah belum ada perhatian serius untuk mengembangkan
sektor ini akibat belum banyak data sumber informasi bagi para pengambil
kebijakan.
Sektor industri pariwisata adalah lahan untuk pendapatan dan pemasukan
kas daerah. Pemerintah daerah dan para stakeholder bersinergi untuk mengelola
dan membangkitkan sektor pariwisata. Karena sektor ini berdimensi sektoral
karena mampu menopang dan mendorong bidang-bidang ikutannya (induced
sectors). Pemerintah daerah dan para pengambil kebijakan secara serius untuk
mengembangkan sektor industri pariwisata.
.
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